
WALI KOTA SALATIGA 

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA 
NOMOR /00 • 3 / 2 1 /.2026 

TENTANG 
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TAHUN 2026 

WALI KOTA SALATIGA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu 
ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Wali Kota 
Salatiga Tahun 2026; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Wali Kota; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 
Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021; 

6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Salatiga 

Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalarn 
Lampiran Keputusan ini. 



KEDUA 

KETIGA 

: Perangkat Daerah pemrakarsa difasilitasi Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah menindaklanjuti penetapan program 
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan 
ini dengan mempersiapkan bahan pembahasan, 
harrnonisasi, dan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Kota Salatiga 
pada tanggal / 3 Joinuari 20.26 

WALI KOTA SALATIGA, 

Tembusan: 
1. Inspektur Kota Salatiga; 
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga; 
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. 



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA 
NOMOR : /00. 3 /g,1 /.2.026 
TANGGAL : 13 Januari ?-0a-b 

DAF"rAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TAHUN 2026 

NO. JUDUL PEMRAKARSA 

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Bappeda 
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 Bappeda 
3. Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas BPKPD 
4. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 BPKPD 
5. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 BPKPD 
6. Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Kota Salatiga DPUPR 
7. Insentif dan Disinsentif Persetujuan Bangunan Gedung DPUPR 
8. Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang DPUPR 
9. Tarif Layanan Non Medik pada BLUD UPTD Puskesmas dan KPM Dinas Kesehatan 
10. Remunerasi pada BLUD UPTD Puskesmas dan KPM Dinas Kesehatan 
11. Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama pada BLUD RSUD RSUD 
12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD RSUD 
13. Investasi pada BLUD RSUD RSUD 
14. Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD RSUD 
15. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD RSUD 
16. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender 
DP3AP2KB 

17. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga 2025-2029 DP3AP2KB 
18. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman DPKP 
19. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan DPKP 
20. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri DLH 
21. Penetapan Prioritas Kegiatan Rehabilitasi BPBD 
22. Rencana Penganggulangan Bencana Kota Salatiga Tahun 2025-2029 BPBD 
23. Moratorium Izin Penjualan Minuman Beralkohol Disdag 



NO. JUDUL PEMRAKARSA 

24. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna 
Sosial 

Dinsos 

25. Tata Kelola Command Center Pemerintah Kota Salatiga Diskominfo 
26. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bag. Hukum Setda 
27. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Bag. Organisasi Setda 
28. Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Bag. Organisasi Setda 
29. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Bag. Organisasi Setda 
30. Pedoman Pemberian Insentif Modin Bag. Kesra Setda 
31. Pedoman Pemberian Penghargaan Pesantren Bag. Kesra Setda 

WALI KOTA SALATIGA, 

1 i?

ROBBY H AN 
















































